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ABSTRACT

This research is motivated by invalidity unregistered marriage
based on Positive law and Islamic law. In Islamic law marriage
registration is condicio sine quanon is istinbath of Islamic law.
Marriages that are not registered according to the regulations of
Islamic law for condicio sine quanon for marriage registration be
a contradictory matter what happens in practice wedding in the
middle of public. This study aims to determine The mean a
recording of marriage In istinbath of islamic law and want to
know in mean of recording of marriage in islamic law And want
to know the mean of recording of marriage in an effort to realize
goals Maslahah which is on public. This research uses qualitative
approach with library research. The research results show
abouth the recording of marriage is condicio sine quanon in
istinbath of Islamic law and meaning of recording of marriage in
Islamic law is as evidence next to the witnes. The mean of
recording of marriage in an effort to realize goals Maslahah
which is on public as Maslahah Daruriyyah like a guard that must
be maintained Is ad-Din, an-Nafs, al- ‘4¢/, an-Nasab wa al-Mal.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakabsahan pernikahan
yang tidak dicatatkan berdasarkan hukum positif dan hukum
Islam. Dalam hukum Islam pencatatan pernikahan adalah sebagai
syarat mutlak dalam istinbath hukum Islam. Pernikahan yang
tidak dicatatkan dengan aturan hukum Islam mengenai syarat
mutlak bagi pencatatan perkawinan menjadi perkara yang
kontradiktif yang terjadi dalam praktek pernikahan di tengah
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna
pencatatan perkawinan dalam istinbath hukum Islam dan ingin
mengetahui makna pencatatan dalam hukum Islam. Serta ingin
mengetahui makna pencatatan pernikahan dalam upaya
merealisasikan tujuan maslahah yang ada pada diri manusia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan
bahwa makna pencatatan pernikahan adalah syarat mutlak dalam
istinbath hukum Islam dan makna pencatatan pernikahan adalah
sebagai alat bukti di samping saksi dalam hukum Islam. Makna
pencatatan pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan
maslahah yang ada pada diri manusia adalah Maslahah
Daruriyyah seperti penjagaan yang harus dijaga adalah ad-Din,
an-Nafs, al-‘Aql, an-Nasab wa al-Mal.
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PENDAHULUAN

Hikmat at-tasyri’ yang dapat dipahami bahwa dalam rangka menjaga
kokohnya ikatan perkawinan dari tindakan kecurangan salah satu pihak, maka
perkawinan harus dihadiri oleh wali dan saksi, bahkan demi untuk memperkuat
keberadaan dua orang saksi nabi pernah menganjurkan para sahabat untuk
mengumumkan pernikahan yang telah dilakukan dengan cara membuat sebuah
pesta (walimatul urusy atau dengan cara menabuh rebana sebagai tanda adanya
pernikahan yang berlangsung. Sebagaimana sabda nabi; a 'linu hazan nikah wad
ribu ‘alaihi bighairi bali aid dufufi. (Muhammad Ibn Ismail 1991M/1411 H)

Tentunya perintah nabi tersebut di atas bukanlah perintah yang tanpa tujuan,
tetapi pasti ada tujuan yang diinginkan oleh agama dari anjuran publikasi
perkawinan tersebut. Salah satu tujuan adanya publikasi adalah adanya pengakuan
masyarakat tentang telah terjadinya pernikahan di antara dua insan tersebut dan
dengan publikasi ini maka diharapkan status pernikahan lebih terjamin. Namun
cukuplah publikasi tersebut sebagi alat bukti, ternyata belum cukup. Karena bukti
pengakuan masyarakat terhadap status perkawinan itu hanya bersifat lokal, dan
bukti itu hilang apabila yang bersangkutan pindah dan masuk dalam komunitas
masyarakat yang lain.

Pernikahan yang tidak dicatatkan dengan aturan hukum Islam mengenai
syarat mutlak bagi pencatatan perkawinan menjadi perkara yang kontradiktif yang
terjadi dalam praktek pernikahan di tengah masyarakat. Undang-undang No. 1
Tahun 1974 pada pasalnya disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang undangan yang berlaku”, agar warga negara menjadi
terlindungi dengan pernikahan yang dilakukan maka undang-undang tersebut
mencamtumkan “dicatat” di dalam perkawinan. Permasalahan utama dalam
pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan agama dan tanpa sepengetahuan
pegawai pencatat pernikahan (PPN) atau kepala KUA sebagaimana yang
dikemukakan olen M Zuhdi Mudlor disebut pernikahan siri (M Zuhdi Mudlor;
1985), yang sampai sekarang ini masih banyak menyisakan permasalahan di
kemudian hari baik yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat atas perkawinan
tersebut atau bahkan status keluarga dari hasil pernikahan tersebut.

Ditambah lagi, jika dimungkinkan rentannya ikatan pernikahan tersebut
karena adanya pengingkaran dari salah satu pihak. Sebab banyak terjadinya
pengingkaran di dalam perkawinan agama tersebut disebabkan perkawinan tersebut
belum terdaftar di catatan resmi pemerintah atau KUA. Bila pernikahan belum
didaftarkan pada KUA, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai alat bukti
tertulis atau yang dikenal dengan buku nikah.

Padahal Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan yang
dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan
hukum. (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan
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Agama Islam; 1989), kalau sudah demikian tidak menutup kemungkinan
munculnya permasalahan di kemudian hari yang berupa pengingkaran perkawinan
sebagaimana disebutkan di muka. Dimana pengingkaran perkawinan berakibat
kepada kesengsaraan bagi istri dan anak-anaknya, minimal status anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut dipermasalahkan di dalam kehidupan bernegara
karena tidak ada alat bukti resmi dari pihak berwenang tadi.

Pencatatan perkawinan adalah sebagai syarat mutlak dalam istinbath hukum
Islam adalah syarat di mana kesuluruhan rukun dan syarat pernikahan menjadi
mutlak, yang diartikan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat
dihilangkan untuk timbulnya akibat. Menurut VVon Buri, syarat (bedingung) identik
dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama
(equivalent). Berkenaan dengan pencatatan pernikahan adalah syarat yang berarti
syarat ini tidak dapat dihilangkan dengan artian pernikahan selayaknyalah
dicatatkan, dikarenakan syarat pencatatan pernikahan adalah identic dengan
musabbab.

Contoh, calon mempelai laki-laki menikah dengan calon mempelai
perempuan, calon mempelai laki-laki menikah itu dengan ada wali dari calon
mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki menikah itu dengan mahar dari
calon mempelai laki-laki diberikan kepada calon mempelai perempuan, calon
mempelai laki-laki menikah itu dengan hadir saksi, calon mempelai laki-laki
menikah itu dengan ucapan ijab gabul, di mana yang menikahkan wali dari calon
mempelai perempuan itu kepada calon mempelai laki-laki dengan ijab dan gabul
dengan menikah itu mahar dari calon mempelai laki-laki dengan menikah itu
dengan hadir saksi. Dengan kata lain, makna pencatatan pernikahan adalah sebagai
alat bukti di samping saksi dalam hukum Islam.

Sebab pencatatan pernikahan adalah salah satu upaya untuk merealisasikan
salah satu dari tiga maslahah yang ada dalam diri manusia yaitu Daruriyyah,
Hajjiyah dan Tahsiniyah, yang hal itu termasuk dalam pola orientasi hukum Islam
dalam rangka “jalb al-manfa’ah wa daf’u al-madarrah”, di mana pencatatan
pernikahan kalau ditinjau lebih lanjut ternyata dalam Maslahah Daruriyyah yang
termasuk dalam penjagaan salah satu dari lima hal yang harus dijaga yaitu; ad-Din,
an-Nafs, al-*Aql, an-Nasab wa al-Mal (Wahbah az Zuhaili; tt).

Dari latar belakang tersebut penulis mengambil tema dengan judul Makna
Pencatatan Pernikahan dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dalam
Hukum Islam. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut; Bagaimana
makna pencatatan pernikahan dalam hukum Islam? Bagaimana Makna pencatatan
pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan maslahah yang ada pada diri
manusia?
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METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
kepustakaan (library research), hal tersebut dilakukan untuk memperoleh: Pertama,
bahan hukum primer yang berupa aturan dasar dan peraturan perundang-undangan
dan hukum nasional yang bernuansa hukum Islam. Melalui bahan-bahan hukum
inilah diharapkan akan ditemukan format kebijakan hukum. Kedua, bahan hukum
sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
seperti: hasil-hasil penelitian dari kalangan ahli hukum dan non hukum yang
relevan dengan objek penelitian ini, dan Ketiga, bahan hukum tersier yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, berupa kamus dan ensiklopedi.

Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Nasional Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam catatan resmi adalah satu hal yang
bertentangan dengan ketentuan undang-undang, sebab undang-undang telah
menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku” (Undang-undang Perkawinan; 1996) secara nyata
perbuatan melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat
nikah adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dalam perkawinan seperti ini biasanya disebut oleh petugas
pengadilan dengan sebutan kawin liar yang punya konsekuensi bila praktek kawin
liar telah berlangsung dan timbul pertikaian, maka pertikaian tersebut cendrung
untuk dipersulit penyelesaiannya. (Jawahir Thantowi; 2001)

Namun lain pihak undang-undang perkawinan juga menyatakan bahwa
“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama
dan kepercayaan itu”. Hal ini menimbulkan satu dilema dalam pelaksanaan undang-
undang tersebut, di antara dua ayat tersebut manakah yang harus dipakai bila
dihadapkan pada satu pilihan, lalu bagaimana pula hukumnya bila ada pemeluk
agama melangsungkan perkawinan yang sudah sah menurut agamanya tanpa
mencatatkan perkawinan di catatan resmi.

Memang sulit memahami kedua ayat dalam pasal tersebut dan dari pasal 2
tersebut muncul beberapa hal yang tidak jelas, yakni apakah keabsahan pernikahan
itu cukup hanya didasarkan pada pasal 2 ayat 1 tersebut atau harus juga dicatatkan
pada catatan resmi sesuai dengan pasal 2 ayat 2 sementara yang menjadi pokok
masalah dalam hal ini adalah tidak adanya pencatatan nikah pada catatan resmi.

Terhadap pasal 2 undang-undang perkawinan terdapat dua penafsiran, yaitu;
pendapat pertama bahwa yang menyatakan adanya pemisahan antara pasal 2 ayat 1
dan pasal 2 ayat 2 tersebut. Sehingga menurut pendapat ini pernikahan sudah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
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sedangkan adanya pendaftaran hanyalah merupakan syarat administratif belaka.
Hal ini berarti bahwa pernikahan orang yang beragama Islam telah sah apabila telah
memenuhi syarat dan rukun nikan sabagaimana yang telah ditentutan oleh agama.
(KN Sofyan Hasan Warkun Sumitro;1994)

Dalam perspektif pendapat yang pertama ini terlihat bahwa pernikahan sudah
cukup dan sah walau hanya didasarkan pada hukum agama saja tanpa harus
mendaftarkan pernikahan tersebut pada catatan resmi (PPN/KUA) berdasarkan
pada pasal 2 ayat 1. Agak berbeda dengan pendapat tersebut, A Malik Madany
menyatakan bahwa pernikahan yang seperti itu hanya sah menurut agama namun
dari segi administratif pemerintahan pernikahan tersebut belum dianggap sah
karena belum memenuhi kewajiban mencatatkannya pada KUA/PPN seperti yang
telah ditetapkan perundang-undangan. Praktik yang seperti ini kelak berdampak
pada perlindungan anak dan istri bila terjadi sengketa di pengadilan. Pernikahan
yang seperti ini dengan sebutan pernikahan yang “shha diyanatan wala yasihhu
gadaun” yaitu pernikahan yang hanya sah menurut agama namun tidak sah dalam
pandangan pemerintah. (HA Malik Madani; 2001)

Pendapat kedua: pendapat yang menyatakan bahwa antara pasal 2 ayat 1 dan
pasal 2 ayat 2 Undang-undang perkawinan tersebut merupakan satu kesatuan yang
tak terpisahkan yang keduanya menentukan sahnya suatu perkawinan. Pendapat
yang kedua ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan juga dikaitkan dengan
hukum perkawinan.

Dalam penafsiran sosiologi manusia adalah makhluk sosial (Muhammad
Habib Mustopo; 1994) yang artinya bahwa manusia adalah makhluk yang selalu
membutuhkan orang lain dan hidup dalam masyarakat tertentu untuk dapat bertahan
hidup. (Johan Suban Tukan; 1993). Sebuah keluarga adalah satu kelompok
masyarakat terkecil dalam bangunan masyarakat yang dapat dijadikan wahana
pembelajaran bagi setiap komunitas individu yang ada di dalamnya untuk dapat
hidup berkasih sayang dan menggapai kemuliaan akhlak tertinggi. (Abbas
Mahmud; tt). Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam segala segi dan
kondisi, baik itu berkaitan dengan masalah politik, ekonomi ataupun
kemasyarakatan. (Jami’ah Kuwait; 1984) Dalam hidup bermasyarakat ketertiban
bersama sangatlah ditekankan, di antaranya adalah ketertiban dengan adanya
pencatatan perkawinan sebagai upaya pemberian hak bagi anak yang dilahirkan dari
tindakan tak bertanggung jawab seorang ayah yang berupa pengingkaran terhadap
perkawinan. (Zakariya Ahmad al Barry; 1964)

Berkaitan dengan hukum Islam, sebagaimana Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam
setiap perkawinan harus dicatat, (H Abdurrahman; 1992) di samping perkawinan
harus didasarkan pada hukum Islam yakni syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Di
antara rukun nikah adalah adanya saksi. (Imam Tagi ad Din Abu Bakr Muhammad



Jurnal Tahgiga, Vol. 18, No. 2, Tahun 2024
P-ISSN: 1978-4945
E-ISSN: 2828-4372

al Husaini). Keberadaan saksi di samping alat publikasi juga bertujuan sebagai
pemisah antara perkawinan yang sah dan perkawinan yang batal. (Hilal Yusuf
Ibrahim al Muhami; tt)

Di antara dua pendapat yang memisahkan dan menyatukan dua ayat dalam
pasal 2 tersebut di atas, penulis melihat bahwa pendapat yang kedua lebih cocok
dan lebih representatif bagi umat Islam Indonesia, sebab kita tidak bisa melihat
pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif yang bersifat sekunder
karena keberadaannya sangatlah penting bagi status perkawinan, karena pengakuan
adanya suatu perkawinan tidak akan diterima tanpa adanya bukti catatan resmi.
(Abd Wahal Khalaf ;1978) Begitu pula seorang hakim tidak boleh memutuskan
perkawinan hanya berdasarkan pengakuan seorang istri bahwa telah punya suami
sebelumnya kecuali bila ada bukti. (Alawi Muhammad al Attas; tt) Sehingga kalau
dahulu pembuktian hanya bisa dikuatkan dengan saksi yang adil, maka ketika
zaman sekarang orang yang adil semakin sedikit maka ulama menyaratkan adanya
saksi yang lebih dari dua orang guna mengantisipasi adanya kebohongan. (Abu
Bakr Jabir al Jazairi; tt)

Ketidakjelasan dalam pasal 2 tersebut juga diungkapkan olen R Subekti,
mengungkapkan ketidak jelasan tersebut dalam sebuah ilustrasi perkawinan
campuran. Dia mempertanyakan kalau terjadi perkawinan campuran hukum
manakah yang akan dipakai bila dikaitkan dengan pasal: perkawinan adalah sah
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.
Begitu pula dengan pasal 2 ayat 1 bagaimanakah kedudukan pencatatan perkawinan
apakah pernikahan menurut agama itu sudah menelorkan sahnya perkawinan
ataukah perkawinan itu baru sah kalau sudah dicatatkan. (Panitia Penerbitan Buku
Peringatan Satu Tahun Prof Dr Hazairin; 1981)

Regulasi tersebut masih membingungkan dan cukup memunculkan banyak
interpretasi, namun yang menjadi pembahasan sekarang adalah di antara beberapa
pendapat dan interpretasi tersebut manakah yang lebih membawa maslahah di
dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan diadakannya saksi dalam
perkawinan adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan rumah tangga dengan jalan
memberikan hak kepada orang yang berhak. (Ahmad al jurjawi;tt)

Penjabaran Aturan Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Penjabaran aturan hukum pencatatan perkawinan dapat dijumpai dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3050; untuk selanjutnya disebut PP 9/1975). Mengenai tata cara perkawinan diatur
dalam Pasal 10 PP 9/1975, yang menentukan: (1) Perkawinan dilangsungkan
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setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai
Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. (2)
Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu. (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut
masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan
dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari ketentuan Pasal 10 PP 9/1975 ini, tata cara perkawinan harus dilakukan
sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan
dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang
saksi. Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 PP
9/1975 menyatakan: (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat
berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah
ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi
dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan
perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang
mewakilinya

(3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah
tercatat secara resmi. Selanjutnya hal-hal yang wajib dimuat dalam akta perkawinan
ditentukan dalam Pasal 12 PP 9/1975. Sementara itu dalam Pasal 13 PP 9/1975
diatur mengenai kutipan akta perkawinan. Menurut ketentuan ini, akta perkawinan
tersebut dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpai oleh pegawi pencatat
perkawinan dan helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah
Kantor Pencatat Perkawinan berada. Kepada suami isteri masing-masing diberikan
kutipan akta perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP 9/1975 tersebut, jelas
bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat
perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang
tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi
(sah). Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan
berdasarkan UU 1/1974 juncto PP 9/1975 merupakan persyaratan supaya
perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara
serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek
regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan
ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya
akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak
ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan
perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.18 Dengan
demikian dalam konteks dan berdasarkan UU 1/1974, pencatatan perkawinan
merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui
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keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh
negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, baru dapat dilakukan sesudah
dilangsungkannya perkawinan secara agama atau kepercayaan agamanya calon
mempelai.

Pendapat yang dikemukakan bahwa di dalam sistem hukum perkawinan
sekarang, pencatatan perkawinan kendatipun itu bukan merupakan rukun menurut
figh tetapi berdasarkan al maslahah mursalah yang hal itu merupakan syarat mutlak
bagi suami istri serta anak anaknya tertutama berkaitan dengan kewarisan nanti.
Adalah pentingnya pencatatan perkawinan tersebut, Subekti ketika membahas pasal
2 UU No 01/74 yang dikaitkan dengan pasal 10 ayat (3) PP No 09 /1975
menyatakan bahwa pegawai pencatat nikah memberikan keabsahan kepada
perkawinan.

Yang perlu digarisbawahi adalah ketidakabsahan pernikahan yang tidak
dicatatkan disini berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, walaupun kapasitas.
Subekti adalah pakar hukum positif dan bukan pakar hukum Islam tetapi karena
alasan kemaslahatan dan syisah as syar’l, maka pencatatan adalah satu keharusan
yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap warga negara.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh R. Subekti, Hazairin
mengungkapkan bahwa di dalam hukum Islam perkawinan hanyalah sah apabila
dilakukan setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, catatan perkawinan di dalam figh
bukan rukun yang menentukan keabsahan perkawinan. Walaupun pencatatan itu
perlu dan berguna untuk kemaslahatan suami istri atau untuk kepentingan
administrasi dalam rangka memelihara ketertiban umum atau kepentingan suami
istri itu, atau anak anaknya dikemudian hari. Menurut pendapat tersebut pencatatan
perkawinan bukan merupakan unsur konstitutif yang menimbulkan keabsahan
perkawinan tetapi unsur deklaratif administrative sebagai alat bukti yang
menguatkan bahwa mereka memang benar benar suami istri. (Cikhasan (ed); 1998)

Makna Pencatatan Perkawinan dalam Istinbath Hukum Islam

Dalam Islam suatu pernikahan dianggap sah jika pernikahan itu telah
dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam pernikahan
ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah
satu bagian dari hakikat pernikahan. (Abd al-Muhaimin As’ad; 1993) Dengan
demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab
tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya. (Moh. Anwar; 1971) Jadi syarat-
syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai
syarat masing-masing yang harus ada pada tujuan tersebut.

Sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian artinya saling
terkait dan melengkapi. Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut
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dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaanya itu. Maka bagi
umat Islam ketentuan mengenai terlaksanaanya akad nikah dengan baik tetap
mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidaknya sebuah
pernikahan, syarat-syarat pernikahan mengikuti rukun-rukunya diantaranya,
(Ahmad Rofiq ; 2013), adalah:

Adanya calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita. Adapun syarat-
syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: Calon mempelai pria, a)
Beragama Islam, b) Laki-laki, c) Jelas orangnya, d) Dapat memberikan persetujuan,
e) Tidak terdapat halangan perkawinan. Calon mempelai wanita, a) Beragama
Islam, b) Perempuan, c) Jelas orangnya, d) Dapat dimintai persetujuannya, e) Tidak
terdapat halangan perkawinan. Kewajiban membayar mahar atau mas kawin.Mahar
atau maskawin dalam syari’at Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar
oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Hal ini sesuai dengan firman
Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 4:
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Harus dengan hadirnya wali dari calon mempelai perempuan Adanya wali
bagi seorang wanita di dalam pelaksanaan akad nikahnya merupakan rukun
daripada akad nikah tersebut. Ada beberapa syarat untuk laki-laki menjadi wali
dalam nikah, yaitu muslim, aqgil dan baligh Berbicara tentang keberadaan wali
dalam nikah ada dua kategori yang membedakan kedudukan serta kewenangan
sebagai wali, yakni: 1) Wali Nasab Wali nasab adalah wali yang mempunyai
hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.
2) Wali Hakim Wali hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang
dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain dari Kantor Urusan
Agama. (R. Abdul Jumali; tt)

Harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam al-Qur’an tidak diatur secara
tegas mengenai saksi nikah itu, tetapi di dalam talak dan rujuk disebutkan mengenai
saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan
perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya
wali harus pula saksi. Hal ini adalah sangat penting untuk kemashlahatan kedua
belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami
maupun isteri tidak begitu saja mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian
perkawinan tersebut. (Sayuti Thalib; 1974)

Harus ada pengucapan ijab dan gabul. Yang dimaksud dengan ijab dan gabul
adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki
dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan
tidak meragukan. ljab gabul ini juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu
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dilaksanakan dalam suasana hening dengan pihak wali menyatakan ijab dan
dijawab oleh calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima gabul.

Dalam banyak hal, pencatatan pernikahan ternyata lebih bisa menjamin
lestarinya suatu perkawinan, sebab pencatatan perkawinan pada masa sekarang
hakikatnya sama dengan saksi pada masa dahulu yang digunakan sebagai alat bukti
dalam majlis hakim yang paling valid pada masanya. Oleh sebab itulah al Quran
memerintahkan persaksian dalam hal hal penting yang dilakukan oleh manusia.
(Muhammad Abd al Jawad Muhammad; 1997) Dan diantara hal yang harus
dipersaksikan adalah perkawinan. Walaupun pada awalnya, ayat 2 surat at Talaq
menerangkan persaksian dalam ruju’, akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan
adalah di dalam hukum Islam terdapat satu kaedah yang disebut “Mafhum Aulawi”,
maksudnya kalau perkara yang lebih rendah telah ditetapkan aturannya di dalam al
Quran dan Hadis Shahih, maka urusan yang lebih tinggi patut dikenali hukum yang
berlaku pada perkara yang lebih rendah tersebut. (M. Thalib; 1995) Maksudnya
adalah kalau ruju’ saja harus dipersaksikan apalagi dengan pernikahan, ini juga
berlaku pada akad akad mu’amalah yang harus dicatatkan. (Al.bagarah (2); 282)

Pencatatan perkawinan adalah sebagai syarat mutlak dalam istinbath hukum
Islam. adalah syarat dimana kesuluruhan rukun dan syarat pernikahan menjadi
mutlak. yang diartikan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat
dihilangkan untuk timbulnya akibat. Menurut VVon Buri, syarat (bedingung) identik
dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai nilai yang sama
(equivalent). Berkenaan dengan pencatatan pernikahan adalah syarat yang berarti
syarat ini tidak dapat dihilangkan dengan artian pernikahan harus dan wajib
dicatatkan dalam pernikahan, dikarenakan syarat pencatatan pernikahan adalah
identic dengan musabbab.

Contoh, calon mempelai laki laki menikah dengan calon mempelai
perempuan, calon mempelai laki laki menikah itu dengan ada walidari calon
mempelai perempuan, calon mempelai laki laki menikah itu dengan mahar dari
calon mempelai laki laki diberikan kepada calon mempelai perempuan, calon
mempelai laki laki menikah itu dengan hadir saksi, calon mempelai laki laki
menikah itu dengan ucapan ijab gabul, dimana yang menikahkan wali dari calon
mempelai perempuan itu kepada calon mempelai laki laki dengan ijab dan gabul
dengan menikah itu mahar dari calon mempelai laki laki dengan menikah itu
dengan hadir saksi. Jadi calon mempelai laki laki, wali dari calon mempelai wanita,
mahar dari calon mempelai laki laki, kedua orang saksi dan ijab gabul bertanggung
jawab atas menikah yang ditusikan ke calon mempelai perempuan. Makna
pencatatan pernikahan adalah sebagai alat bukti di samping saksi dalam hukum
Islam.

10
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Makna Pencatatan Pernikahan dalam Upaya Merealisasikan Tujuan
Maslahah

Salah satu fungsi pencatatan pernikahan adalah sebagai alat bukti telah
terjadinya pernikahan yang sah (Kompilasi Hukum Islam; tt) dan sebagai legitimasi
bahwa pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana fungsi
saksi, pencatatan perkawinan juga bisa digunakan sebagai alat antisipasi terhadap
kecurangan yang dilakukan salah satu pihak dikemudian hari. Karena dengan
adanya pencatatan perkawinan maka orang semakin sulit untuk ingkar terhadap
perkawinan yang telah dilakukan, dengan kata lain pencatatan perkawinan adalah
upaya untuk menutup jalan terhadap terjadinya perbuatan yang merugikan pihak
lain atau yang biasa disebut juga dengan Sad az-Zai’ah. (Ahmad hanafi; 1970).

Di samping itu pencatatan pernikahan juga sebagai upaya untuk menjaga
eksistensi keturunan yang termasuk salah satu dari pokok perkara yang harus dijaga
dalam Maslahah Daruriyyah. Dimana dalam hukum positif disebutkan bahwa
“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang
sah.” (Undang Undang Perkawinan; 1996) Dan didalam agama Islam maksud
utama dari adanya perkawinan adalah dalam rangka untuk mendapatkan keturunan.
Maka dalam Islam tidak membolehkan bagi seorang ayah mengingkari anaknya
sendiri atau mengakui anak orang lain, oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan
adanya pembuktian status seorang anak. (Ali Hasab Hasab; tt) Hal ini juga sesuai
dengan firman Allah:

P 2 7% ~F ”o
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Sebab dalam syari’ah Islam ketetapan seorang anak sah hanya dapat
dilakukan dengan ikrar atau pembuktian dengan adanya dua orang saksi. Namun
ketika hal itu tak dapat menjanjikan lagi, maka pencatatan perkawinan merupakan
hal yang paling representative untuk mencapai tujuan maslahah tersebut. Dan
adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai manifestasi dari as siyasah al
wadiyah yaitu upaya menciptakan kemaslahatan ummat yang tidak diatur secara
qat’i di dalam nashnya dengan tanpa mengenyampingkan pesan nashnya tersebut.
(Abd ar Rahman Taj; 1953)

Senada dengan hal itu Idris Ramulyo menyatakan bahwa: “setiap perkawinan
harus dicatatkan sebab pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan
suatu peristiwa peristiwa hukum penting yang lain seperti kematian, kelahiran,
kewarisan dan lain lain nya, hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian
hukum dari peristiwa tersebut. (Muhammad Idris Ramulyo; tt)

Dan pencatatan pernikahan adalah salah satu upaya untuk merealisasikan
salah satu dari tiga maslahah yang ada dalam diri manusia yaitu Daruriyyah,
Hajjiyah dan Tahsiniyah, yang hal itu termasuk dalam pola orientasi hukum Islam
dalam rangka “Jalb al-Manfa’ah Wa Daf’u al-Madarrah”, dimana pencatatan
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pernikahan kalau kita tinjau lebih lanjut ternyata dalam Maslahah Daruriyyah yang
termasuk dalam penjagaan salah satu dari lima hal yang harus dijaga yaitu; ad-Din,
an-Nafs, al-*Aql, an-Nasab wa al-Mal. (Wahbah az Zuhaili;tt)

Didalam ushul figh penjagaan terhadap adanya harta adalah salah satu dari
hal yang termasuk dalam bagian dharuriyah (primer) yang harus diutamakan
dibanding yang lainnya. Maka sudah selayaknyalah kalau pencatatan perkawinan
merupakan syarat mutlak bagi sebuah keluarga sebagai alat bukti di kemudian hari.
Begitu pentingnya alat bukti dalam satu perkawinan sehingga nabi pernah
menyatakan bahwa nikah tanpa bukti identic dengan perbuatan zina. Nabi
bersabda; “al baghayal lati yankihna anfusahunna bighairi bayyinah” (Abi isa
Muhammad Ibn Isa Ibn Surah; tt)

Walaupun konteks hadis tersebut berkaitan dengan saksi tetapi penyusun
merasa tidaklah terlalu berlebihan jikalau fungsi saksi dalam pemaknaan hadis
tersebut dibawa kepada fungsi pencatatan perkawinan dengan alasan perubahan
masa dan berdasarkan situasi yang berbeda. Syari’ah dengan nashnya yang umum
tersebut, sangat permisif terhadap segala macam perubahan. Oleh sebab itu syariat
mempunyai elaktisitas dan fleksibelitas yang sangat tinggi terhadap permasalahan
yang dihadapi manusia yang sejalan dengan perubahan adat (urf). Maka tidaklah
salah kalau para ulama menyatakan prinsip terhadap elaktisitas syari’ah tersebut
dengan satu ungkapan yang terkenal “layunkaru taghayyurul ahkamu
bitaghayyuril azminah wal amkinati wal ahwasi”. (T.M. Hasybi as Siddeqy; 1968)
Atau dengan ungkapan lain: “la yunkaru taghayyurul ahkamu bitaghayyuriz zaman
wal makan waz zurufi” (Muhammad Ahmad Siraj; 1997)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel yang berjudul Makna Pencatatan
Perkawinan Pada Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dalam hukum Islam,
adalah sebagai berikut; Pencatatan perkawinan adalah sebagai syarat mutlak dalam
istinbath hukum Islam adalah syarat di mana kesuluruhan rukun dan syarat
pernikahan menjadi mutlak yang diartikan bahwa musabab adalah setiap syarat
yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Menurut VVon Buri, syarat
(bedingung) identik dengan musabab dan oleh karena itu setiap syarat mempunyai
nilai yang sama (equivalent). Berkenaan dengan pencatatan pernikahan adalah
syarat yang berarti syarat ini tidak dapat dihilangkan dengan artian pernikahan
selayaknyalah dicatatkan dalam pernikahan, dikarenakan syarat pencatatan
pernikahan adalah identik dengan musabbab. Makna pencatatan pernikahan adalah
sebagai alat bukti di samping saksi dalam hukum Islam. Makna pencatatan
pernikahan dalam upaya merealisasikan tujuan maslahah yang ada pada diri
manusia adalah maslahah daruriyyah seperti penjagaan yang harus dijaga adalah
ad-Din, an-Nafs, al-‘Aql, an-Nasab wa al-Mal.
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